1. Seorang manajer publik menghadapi konflik antara tujuan sosial (kesejahteraan) dan efisiensi biaya. Pendekatan analitis manakah yang paling tepat untuk menilai keputusan alokasi sumber daya publik?
A. Membandingkan biaya marginal dan pendapatan marginal.
B. Menggunakan analisis biaya-manfaat sosial yang memasukkan eksternalitas dan distribusi.
C. Mengandalkan opini pemangku kepentingan mayoritas.
D. Menggunakan model keuangan profit-driven.
E. Mengikuti praktik sektor swasta tercapai.
2. Suatu lembaga pemerintah diberi mandat baru yang bertentangan dengan budaya organisasi lama. Dalam perspektif lingkungan sektor publik, langkah strategis terbaik untuk memastikan implementasi mandat adalah:
A. Mengganti seluruh pimpinan.
B. Melakukan restrukturisasi organisasi tanpa komunikasi publik.
C. Melakukan analisis stakeholder, komunikasi perubahan, dan pelatihan bertahap.
D. Membatasi mandat sampai ada dukungan politik.
E. Menjalankan mandat pada pilot kecil tanpa evaluasi.
3. Seorang peneliti ingin mengukur perbedaan perilaku antara organisasi publik dan swasta. Pernyataan mana yang paling tepat sebagai hipotesis penelitian yang menggugah pemikiran?
A. Organisasi publik selalu kurang efisien daripada swasta.
B. Perbedaan kinerja disebabkan semata-mata oleh ukuran organisasi.
C. Perbedaan perilaku dapat dijelaskan oleh kombinasi tujuan multiaspek, akuntabilitas politik, dan struktur insentif.
D. Kultur organisasi publik identik dengan birokrasi hanya.
E. Semua pegawai publik tidak termotivasi oleh insentif finansial.
4. Untuk menilai risiko reputasi pada proyek publik yang melibatkan banyak aktor lokal, alat analisis lingkungan yang paling sesuai adalah:
A. Analisis SWOT internal saja.
B. Pemetaan stakeholder dan analisis jaringan (network analysis) serta skenario.
C. Audit keuangan tahunan tanpa kajian partisipatif.
D. Benchmark terhadap instansi lain saja.
E. Survei kepuasan pegawai semata.
5. Ketika kebijakan publik menuntut pelayanan universal tetapi anggaran terbatas, prinsip karakteristik sektor publik yang paling relevan untuk memandu kebijakan prioritas adalah:
A. Maksimisasi laba.
B. Prinsip pemerataan dan aksesibilitas layanan publik dikombinasikan analisis prioritas berdasarkan kebutuhan sosial.
C. Mengutamakan program yang paling populer di media.
D. Menyerahkan keputusan kepada mekanisme pasar sepenuhnya.
E. Menjalankan semua program secara proporsional terhadap ukuran populasi.

Topik 2 — Akuntansi Manajemen Sektor Publik (Soal 6–10)
6. Sebuah unit layanan publik ingin mengukur kinerja biaya per hasil (cost per output) untuk program pelatihan tenaga kerja. Penggunaan akuntansi manajemen berbasis aktivitas (ABC) akan membantu karena:
A. ABC hanya dicetak untuk perusahaan manufaktur.
B. ABC mengalokasikan biaya secara lebih akurat ke aktivitas dan output sehingga mendukung keputusan kebijakan.
C. ABC menggantikan semua pelaporan anggaran.
D. ABC meniadakan kebutuhan pengukuran outcome.
E. ABC menambah beban administratif tanpa manfaat.
7. Seorang akuntan manajemen diminta merancang indikator kinerja untuk fasilitas kesehatan publik. Prinsip desain indikator yang paling kritis dan berorientasi pada tingkat tinggi adalah:
A. Memilih indikator yang mudah diukur meski tidak relevan.
B. Mengutamakan indikator input saja.
C. Memastikan indikator memadukan outcome, kualitas, dan keadilan akses serta dapat dihubungkan dengan keputusan penganggaran.
D. Meniru indikator swasta secara langsung.
E. Menggunakan hanya indikator finansial.
8. Ketika membuat laporan biaya untuk proyek infrastruktur publik dengan manfaat jangka panjang, pendekatan penilaian biaya yang paling sesuai adalah:
A. Biaya historis tanpa mempertimbangkan nilai waktu.
B. Menggunakan pendekatan biaya penuh (full costing) yang memasukkan alokasi biaya bersama dan depresiasi ekonomis untuk analisis keputusan.
C. Hanya mencatat pengeluaran kas saat ini.
D. Menghilangkan biaya overhead untuk menyederhanakan laporan.
E. Hanya mempertimbangkan biaya variabel.
9. Dalam konteks akuntansi manajemen sektor publik, “pengukuran kinerja berbasis anggaran” sering dikritik karena:
A. Selalu meningkatkan inovasi.
B. Fokus berlebihan pada kepatuhan anggaran dan input sehingga menekan orientasi pada outcome dan nilai publik.
C. Tidak pernah digunakan dalam pemerintahan modern.
D. Menghapus kebutuhan untuk audit eksternal.
E. Meningkatkan fleksibilitas program otomatis.
10. Seorang manajer harus memutuskan menutup atau melanjutkan layanan subsidi yang jarang digunakan tapi memiliki dampak distribusi tinggi. Laporan akuntansi manajemen terbaik untuk membantu keputusan ini harus:
A. Menyajikan hanya perbandingan biaya langsung.
B. Menggabungkan analisis biaya-manfaat, distribusi dampak sosial, dan alternatif kebijakan (mis. targeting).
C. Mengandalkan opini publik tanpa data.
D. Menutup layanan karena rasio penggunaan rendah.
E. Menekan data untuk menunjukkan keuntungan.

Topik 3 — Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik (Soal 11–15)
11. Untuk memastikan integritas program publik di lingkungan dengan risiko korupsi, desain sistem pengendalian manajemen yang efektif sebaiknya:
A. Mengandalkan satu pengawas saja.
B. Menggabungkan kontrol internal, transparansi publik, whistleblowing, dan inspeksi independen dengan pendekatan berbasis risiko.
C. Mengurangi pelaporan untuk menyederhanakan proses.
D. Mendelegasikan seluruh kontrol ke pihak eksternal tanpa pengawasan.
E. Hanya fokus pada audit keuangan tahunan.
12. Dalam kerangka pengendalian kinerja, konflik antara target kuantitatif dan kualitas layanan sering muncul. Strategi pengendalian yang paling tepat untuk mengatasi trade-off ini adalah:
A. Menghapus target kuantitatif.
B. Menambahkan indikator kualitas dan mekanisme evaluasi kualitatif serta insentif seimbang.
C. Memprioritaskan kuantitas semata untuk kepuasan manajer.
D. Menentukan target yang mustahil dicapai.
E. Mengandalkan sanksi administratif tanpa umpan balik.
13. Sebuah institusi publik menerapkan sistem pengendalian berbasis hasil (results-based control). Tantangan utama yang harus diantisipasi adalah:
A. Tidak ada tantangan — selalu sempurna.
B. Risiko pengukuran outcome yang salah, manipulasi data, dan waktu tertunda antara input dan outcome; perlu mekanisme verifikasi dan indikator transitif.
C. Sistem ini menggantikan semua kebutuhan peraturan.
D. Meningkatkan biaya tanpa manfaat.
E. Menghilangkan akuntabilitas politik.
14. Dalam konteks kontrol internal, pemisahan fungsi (segregation of duties) di sektor publik bertujuan untuk:
A. Menyederhanakan pekerjaan menjadi satu orang.
B. Mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan dengan membagi tugas kunci di antara beberapa pelaksana.
C. Menciptakan birokrasi tanpa tujuan.
D. Menghilangkan tanggung jawab pimpinan.
E. Menyederhanakan audit eksternal.
15. Anda diminta merancang sistem pengendalian untuk program bantuan sosial cepat tanggap. Pendekatan pengendalian yang paling adaptif adalah:
A. Standarisasi penuh tanpa fleksibilitas.
B. Pengendalian berbasis risiko, monitoring real-time, penggunaan data lapangan, dan audit pasca-distribusi.
C. Menunggu audit tahunan untuk menilai program.
D. Mengandalkan pernyataan penerima tanpa verifikasi.
E. Mengurangi dokumentasi untuk mempercepat proses.

Topik 4 — Penganggaran Sektor Publik (Soal 16–20)
16. Suatu pemerintahan ingin mengalihkan anggaran dari program subsidi universal ke program tertarget. Analisis anggaran yang paling tepat untuk mendukung keputusan ini adalah:
A. Analisis perbandingan input historis saja.
B. Analisis distribusi manfaat (incidence analysis) yang menggabungkan efektivitas biaya, dan dampak distribusi pada kelompok rentan.
C. Mengikuti alokasi tahun sebelumnya tanpa kajian.
D. Menentukan alokasi berdasarkan popularitas politis semata.
E. Menetapkan penghematan seragam di semua sektor.
17. Dalam penganggaran modern, pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) menuntut:
A. Hanya memperhatikan besaran dana.
B. Mengaitkan alokasi anggaran dengan indikator hasil dan output sehingga keputusan anggaran lebih berbasis bukti.
C. Menghapus kebutuhan laporan kinerja.
D. Mengganti perencanaan strategis.
E. Menetapkan anggaran tetap untuk semua program.
18. Seorang bendahara daerah dihadapkan pada tekanan fiskal jangka pendek. Strategi anggaran defensif yang paling bertanggung jawab adalah:
A. Memotong belanja modal yang penting tanpa analisis.
B. Melakukan prioritisasi berdasarkan kriteria dampak minimal, sementara mempertahankan pelayanan dasar dan mencari sumber pendanaan alternatif.
C. Menunda semua pembayaran tanpa pemberitahuan.
D. Menggunakan cadangan dana pensiun.
E. Meningkatkan pajak seketika tanpa konsultasi.
19. Dalam proses penganggaran partisipatif, manfaat terbesar yang dapat timbul adalah:
A. Penundaan proses anggaran.
B. Peningkatan legitimasi, akuntabilitas, dan alokasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik jika partisipasi dirancang representatif dan informatif.
C. Menghilangkan peran legislatif.
D. Menambah biaya administrasi tanpa hasil.
E. Memberi kontrol penuh kepada kelompok mayoritas lokal.
20. Analisis “anggaran berbasis hasil jangka panjang” untuk proyek infrastruktur harus memasukkan unsur berikut kecuali:
A. Estimasi manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang.
B. Estimasi biaya siklus hidup dan biaya pemeliharaan.
C. Sensitivitas terhadap skenario ekonomi dan perubahan teknologi.
D. Hanya mempertimbangkan biaya konstruksi awal.
E. Mekanisme evaluasi pasca-implementasi.

Topik 5 — Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik (Soal 21–25)
21. Perbedaan utama antara anggaran line-item dan anggaran program adalah:
A. Line-item fokus pada hasil, program fokus pada input.
B. Line-item mengelompokkan pengeluaran menurut kategori accounting; anggaran program mengaitkan dana dengan tujuan/hasil; untuk pengambilan keputusan strategis, anggaran program lebih informatif.
C. Keduanya sama fungsinya.
D. Anggaran program hanya digunakan di sektor swasta.
E. Line-item tidak memerlukan audit.
22. Flexible budgeting (anggaran fleksibel) paling berguna untuk entitas publik yang menghadapi:
A. Permintaan stabil dan tidak berubah.
B. Variabilitas layanan (mis. bencana, musiman) karena memungkinkan penyesuaian alokasi berdasarkan tingkat aktivitas aktual.
C. Sumber pendapatan tak terbatas.
D. Hanya untuk perencanaan jangka panjang 50 tahun.
E. Menghilangkan kebutuhan perencanaan.
23. Anggaran partisipatif (participatory budgeting) biasanya paling efektif bila:
A. Hanya elit politik yang dilibatkan.
B. Ada kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi, transparansi proses, dan mekanisme mengintegrasikan masukan ke alokasi formal.
C. Digunakan tanpa mekanisme verifikasi.
D. Digunakan untuk menggantikan APBD secara keseluruhan.
E. Dilakukan tanpa informasi anggaran yang jelas.
24. Anggaran berbasis kinerja (performance budget) dapat gagal jika:
A. Semua indikator outcome mudah diukur.
B. Indikator yang dipilih tidak valid untuk outcome yang dimaksud dan menimbulkan perilaku bermuatan permainan angka (gaming).
C. Ada evaluasi independen.
D. Terdapat sistem informasi yang memadai.
E. Stakeholder dilibatkan.
25. Suatu kementerian menggunakan anggaran capital expenditure (capex) untuk proyek infrastruktur besar. Untuk pemantauan jangka panjang, elemen anggaran yang paling kritikal adalah:
A. Hanya jadwal pembayaran.
B. Rencana pemeliharaan, estimasi biaya siklus hidup, dan sumber pembiayaan berkelanjutan (termasuk O&M).
C. Hanya menandai biaya konstruksi pada bulan pertama.
D. Tidak perlu estimasi risiko.
E. Mengandalkan rencana awal tanpa revisi.

Topik 6 — Analisis Investasi Sektor Publik (Soal 26–30)
26. Sebuah proyek publik menunjukkan NPV ekonomi positif tetapi IRR lebih rendah dari biaya modal sosial yang diperkirakan. Apa analisis lanjutan yang paling tepat sebelum menerima proyek?
A. Tolak proyek segera.
B. Lakukan analisis sensitivitas terhadap asumsi manfaat dan biaya, kajian pendistribusian manfaat, serta evaluasi alternatif skala atau desain proyek.
C. Terima proyek tanpa kajian lebih lanjut.
D. Hanya hitung kembali IRR tanpa mempertimbangkan sosial.
E. Mengabaikan eksternalitas.
27. Dalam menilai investasi publik yang menghasilkan manfaat non-market (mis. peningkatan kesehatan), pendekatan ekonometrik yang tepat untuk monetisasi manfaat adalah:
A. Mengabaikan manfaat non-market.
B. Metode valuasi non-pasar seperti willingness-to-pay (WTP), contingent valuation, atau valuasi hedonic — digunakan hati-hati dengan validasi.
C. Menggunakan harga pasar langsung untuk semua manfaat.
D. Mengestimasi manfaat berdasarkan opini pejabat.
E. Menggunakan biaya pengganti tanpa kontekstualisasi.
28. Analisis biaya-manfaat (CBA) proyek publik perlu memasukkan distribusi manfaat antar kelompok (equity). Jika CBA konvensional mengabaikan distribusi, implikasi kebijakan yang paling tepat adalah:
A. Hanya gunakan hasil CBA tanpa koreksi.
B. Terapkan penyesuaian distribusi atau analisis distribusi paralel (distributional weights) dan jelaskan implikasi keadilan dalam rekomendasi.
C. Gagal paham—distribusi tidak penting.
D. Gunakan CBA sebagai satu-satunya kriteria.
E. Menolak semua proyek yang tidak menguntungkan mayoritas.
29. Dalam proyek investasi publik jangka panjang dengan ketidakpastian besar, teknik pengambilan keputusan yang paling sesuai adalah:
A. Mengandalkan estimasi titik tunggal.
B. Real options analysis atau pendekatan skenario untuk menangkap nilai fleksibilitas dan manajemen risiko adaptif.
C. Menolak proyek karena ketidakpastian.
D. Hanya menggunakan payback period.
E. Menyusun proyek tanpa mekanisme revisi.
30. Seorang analis menemukan bahwa proyek publik skala kecil memiliki rasio manfaat-ke-biaya (BCR) lebih tinggi daripada proyek besar, tetapi proyek besar memiliki efek spillover penting. Keputusan investasi yang beralasan harus:
A. Pilih hanya proyek dengan BCR lebih tinggi tanpa mempertimbangkan spillover.
B. Mengevaluasi kombinasi proyek, memperhitungkan spillover (eksternalitas), dan melakukan analisis portofolio untuk memaksimalkan manfaat sosial keseluruhan.
C. Menolak proyek besar karena BCR rendah.
D. Menunda semua proyek.
E. Menggunakan preferensi politik semata.

Topik 7 — Penentuan Harga Pelayanan Publik (Soal 31–35)
31. Ketika menentukan tarif layanan air minum publik, prinsip penentuan harga yang paling adil dan efisien adalah:
A. Menetapkan tarif seragam untuk semua tanpa subsidi.
B. Menggabungkan prinsip biaya marginal, kemampuan bayar, dan subsidi silang yang transparan untuk memastikan akses bagi kelompok rentan.
C. Menggunakan harga pasar komersial tanpa intervensi.
D. Menetapkan tarif sangat rendah untuk semua demi popularitas.
E. Mengandalkan keputusan ad-hoc tiap tahun.
32. Untuk layanan publik yang menghasilkan eksternalitas positif (mis. vaksinasi), penetapan harga terbaik biasanya:
A. Biarkan pasar menentukannya.
B. Menetapkan harga rendah atau gratis untuk internalisasi eksternalitas, dikombinasikan insentif untuk cakupan yang lebih luas.
C. Menetapkan tarif tinggi untuk menutupi biaya penuh.
D. Menarik biaya hanya dari kelompok elit.
E. Menghapus layanan.
33. Sebuah layanan publik ingin memperkenalkan skema tarif diferensial berdasarkan waktu (time-of-use). Manfaat utama dari kebijakan ini adalah:
A. Mengacaukan pengguna tanpa manfaat.
B. Menggeser permintaan ke periode kurang sibuk, meningkatkan efisiensi penggunaan kapasitas, dan menurunkan kebutuhan investasi puncak.
C. Menambah biaya operasional saja.
D. Meningkatkan beban puncak.
E. Mengurangi transparansi.
34. Penetapan harga yang sepenuhnya berdasarkan biaya rata-rata (average cost pricing) untuk layanan publik dapat menimbulkan risiko:
A. Tidak ada risiko.
B. Menghilangkan insentif untuk efisiensi dan berpotensi menutup subsidi yang diperlukan bagi kelompok miskin; solusi melibatkan kombinasi pricing dan targeted subsidies.
C. Selalu meningkatkan keadilan sempurna.
D. Menurunkan kualitas layanan otomatis.
E. Menghapus kebutuhan akuntansi biaya.
35. Dalam menyusun kebijakan harga layanan pendidikan publik, pertimbangan yang paling penting untuk mencapai tujuan publik adalah:
A. Memaksimalkan pendapatan institusi semata.
B. Menyeimbangkan aksesibilitas dan kualitas—menggunakan subsidi terarah, biaya marginal yang dipertimbangkan, dan mekanisme beasiswa untuk memperbaiki pemerataan.
C. Menetapkan biaya pasar penuh untuk semua siswa.
D. Menetapkan biaya nol bagi semua tanpa mempertimbangkan kualitas.
E. Mengatur harga mengikuti institusi swasta.

